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BAB1

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya schari-hari, maka
manusia senantiasa berhubungan dengan manusia yang lain, secara perorangan atau
melalui kelompok tertentu. Hubungan-hubungan yang terjadi serta terjalin antara
sesama mereka sering sekali melahirkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik,
sehingga tidak memungkinkan adanya perselisihan-perselisihan di antara mereka.

Jika timbul perselisihan antara berbagai pihak, maka secara pasti yang terjadi
adalah para pihak tersebut akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan berbagai
cara.

Penyelesaian suatu sengketa (perselisihan) yang diajukan ke depan pengadilan
tentulah akan membawa suatu konskwensi tindak lanjut suatu perkara tersebut akan
diperiksa dengan meminta pengorbanan dari pencari keadilan itu sendiri baik itu
waktu, biaya atau dana dan juga putusan yang dijatuhkan.

Suatu perkara sengketa tanah yang masuk dalam lingkup permasalahan
keperdataan yang diajukan ke depan pengadilan untuk diperiksa dan diberikan putusan
oleh hakim, maka sebelum atau sedang berjalannya perkara tersebut tdiperiksa oleh
pengadilan maka hakim tetap berkewajiban untuk memberikan saran-saran kepada
pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka
secara damai.
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Hakim sebagai pemutus perkara, sebaiknya mencari lebih lanjut, sambil terus
berunding dengan pihak berperkara, menemukan penyelesaian yang mencerminkan
kesatuan pendapat sejauh mungkin. Maka hakim dalam hal ini dapat mencari ilham
dari preseden sebagai pedoman untuk membantu menemukan kaidah untuk sengketa
konkrit, kaidah yang in concerto mengusahakan perdamaian pada taraf setinggi
mungkin.

Dengan demikian maka alasan pemilihan judul ini adalah bagaimna
sebenarnya peran hakim dalam menyelesaikan suatu perkara secara damai atau jika
tidak dapat secara damai, ditemukan suatu kepuasaan oleh pihak-pihak yang

bersengketa karena perkara mereka telah diputus secara adil.

C. Permasalahan
Hal yang telah merupakan kebiasaan di dalam menulis skripsi, harus
ditentukan masalah yang menjadi titik tolak dari pembahasan selanjutnya.
Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah :
1. Bagaimana akibat hukum dengan sepakatnya para pihak yang berperkara untuk
menyelesaikan perkara tanah secara damai di pengadilan?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari suatu penyelesaian perkara tanah yang dilakukan

secara damai tersebut ?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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E. Tujuan Pembahasan
Diantara tujuan penulis untuk melakukan penelitian dalam masalah sistem
penyelesaian perkara tanah secara damai (dading) ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data secara nyata, baik secara kwalitatif maupun kwantitatif
untuk dijadikan bahan masukan dan juga dapat dievaluasi guna perbaikan dimasa
mendatang tentang masalah pelaksanaan penyelesaian perkara tanah secara damai.

2. Melalui tulisan ini penulis bermaksud memberikan gambaran dan penjelasan
kepada masyarakat terutama para pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan
penyelesaian perkara tanah secara damai ini serta manfaat yang diperoleh dari
suatu bentuk perjanjian perdamaian tersebut.

3. Agar skripsi ini nantinya dapat menjadi sumbangsih penulis kepada almamater

penulis sendiri khususnya dan dunia hukum umumnya.

F. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode dan alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam
penelitian ilmiah untuk skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).
Metode ini dengan melakukan penelitian atas sumber bacaan tertulis dari para
sarjana yang diperoleh dari buku-buku berupa bahan-bahan yang bersifat teoritis
ilmiah di samping analisa terhadap masalah yang dihadapi.
2. Penelitian Lapangan (Field Research).

UNIVERS4Taid MéiblANahRdehelitian lapangan ini berguna untuk mendapatkan bukti-bukti
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aktual yang dihadapi dan dialami dalam memecahkan masalah yang dihadapi, juga
interview dengan pihak-pihak yang dirasakan penulis dapat memberikan masukan

terutama di Pengadilan Negeri Medan

G. Sistematika Penulisan

Bab I yang berjudul Pendahuluan adalah sebagai suatu pengantar dari
pembahasan-pembahasan selanjutnya, hal mana terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu
Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Pembahasan,
Permasalahan, Hipotesa, Metode Pengumpulan dan Analisa Data dan Sistematika
Penulisan.

Bab II Dengan judul Tinjauan Umum Tentang Perdamaian, adalah merupakan
suatu pembahasan dari segi teori yang terdiri dari 4 (empat) sub bab pembahasan,
yaitu Pengertian Perjanjian, Pengertian Perdamaian, Subjek Perdamaian, serta Fungsi
Perdamaian..

Bab III yang berjudul Tinjanuan Umum Terhadap Perjanjian dan Hukum Acara
Perdata, dimana di dalamnya terdiri dari 4 (empat) sub bab pembahasan yaitu :
Syarat-Syarat Perjanjian Perdamaian, Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian di
Dalam persidangan dan di Luar Persidangan, Pembatalan Perjanjian Pedamaian dan
Pelaksanaan Putusan Perdamaian.

Bab IV yang berjudul Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Secara
Damai Menurut Hukum Acara Perdata , dimana di dalam terdiri dari 4 (empat) sub

UNINER SERdbal S NatB EASistem penyelesaian Perkara Tanah Secara Damai, Akibat
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oleh undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan melawan hukum secara
bertentangan langsung dengan kemauannya. Dalam hal ini penulis akan
memfokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan atau
perjanjian.

Perihal hukum perjanjian sebagai termuat dalam Buku III KUH Perdata
yang berjudul tentang perikatan, yang keseluruhannya terdiri atas delapan belas
bab (bab I sampai dengan bab XVIII). Bab I sampai dengan IV mengatur tentang :
L : Perikatan pada umumnya |
II. : Perikatan yang lahir dari perjanjian
I : Perikatan yang lahir dari undang-undang
Iv. : Mengatur tentang hapusnya perikatan.

Sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur tentang perjanjian-
perjanjian khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanjian-perjanjian yang selalu
terjadi dalam masyarakat, dan lajim disebut perjanjian bernama.

Kalau kita perhatikan dari hal perikatan dalam Buku III antara yang diatur
pada Bab I sampai dengan Bab IV adalah mengatur tentang pokok-pokok
perikatan, sedang kan bab V sampai dengan Bab XVIII memuat pembahasan lebih
lanjut, kadang-kadang pengulangan dari bahagian umum. Jadi bahagian umum dari
Buku III tersebut pada dasarnya berlaku terhadap semua perjanjian, baik bernama
maupun yang tidak bernama.

UNIVERSITASI\MEQMA%A 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya
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atas kesadaran atau sukarela kedua belah pihak yang mengadakan perdamaian
tersebut.

Pengertian “ perdamaian “ tersebut di atas hanya dapat diberlakukan (dipakai)
dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana pengertian “ perdamaian “
tersebut di atas tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, karena di dalam perkara
pidana walaupun dilakukan perdamaian, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk
menghapuskan hukuman atau menyelesaikan perkara atau mengenyampingkan
perkara walaupun dilakukan perdamaian, tetapi perkaranya harus tetap berjalan
sampai mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Perdamaian tersebut
hanya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu etikat baik dari pelaku atau terdakwa,

sehingga hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.

C. Subjek Perdamaian

Perdamaian adalah suatu perjanjian bertimbal balik (bilateral). Karena
perdamaian merupakan perj-anjian maka sudah barang tentu mempunyai subjek
sebagai pelaksana dari perjanjian tersebut. Perjanjian timbul disebabkan oleh
adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya.

Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu.

“Di dalam hukum Perdata pihak - pihak ini disebut satu orang menjadi pihak
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BAB III
TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN MENURUT

HUKUM ACARA PERDATA

A. Syarat-Syarat Perjanjian Perdamaian

Sebelum lebih jauh masuk pada pembahasan judul dari sub bab di atas, ada
baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan tentang syarat-syarat perjanjian secara
umum, dan selanjutnya akan menghubungkannya dengan syarat-syarat perjanjian
perdamaian itu sendiri.

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

¢. Mengenai suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai
orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat
yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh
obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua
subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang

UNIVERSITAsimMEMgreker mgnghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, di penjual
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Sedangkan perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa
orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh pasal 1330 KUH
Perdata ada tiga, yaitu :

a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan
c. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan
curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu seﬁdiﬁ. Menurut pasal
1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk
bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia
bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya.

Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar

| sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah maritale macht.

Walau, demikian, melibat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah
berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah
kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat Edarannya No. 3 Tahun 1963
tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata
tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk
menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak
berlaku lagi.

Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong tidak

UNIVERS#kas i [pgmbatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap
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tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini
dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi
apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh
baginya, akan konskwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh
mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa
pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

" Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu
perjanjian sebagaimana dikemukakan pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat
kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu
mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam
masyarakat di pihak lain. Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang
pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat
suatu .perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup
kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan
tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan
pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit
ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak
dapat menginsyapi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut
tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat,
dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga

UNIVERSIampemEmhkanREnta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang
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syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya pembatalan perjanjian yaitu :
1. Perjanjiannya harus bersifat timbal balik,

2. Harus ada wanprestasi,

3. Harus dengan keputusan hakim.

Perjanjian yang bersifat timbal balik seperti perjanjian perdamaian adalah
perjanjian dimana kedua belah pihak sama-sama mempunyai kewajiban untuk
memenuhi prestasi, misalnya perjanjian perdamaian, yaitu kepada si A yang memiliki
hutang untuk dapat melunasi hutangnya sedang kepada si B dapat tidak mendesak
pembayaran selain sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jika dalam perjanjian yang bersifat timbal balik ini pada perjanjian
perdamaian salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya artinya telah melakukan
wanprestasi kembali, maka pihak lainnya dapat menuntut pembatalan. Namun
sebelum pihak yang dirugikan menuntut pembatalaﬁ, pihak yang memiliki hutang
harus diberi teguran / pernyataan lalai lebih dahulu.

i’embatalan tidak terjadi dengan sendirinya dengan adanya wanprestasi itu,
melainkan harus dimintakan kepada hakim, dan hakimlah yang akan membatalkan
perjanjian perdamaian itu dengan keputusannya. Jadi keputusan hakim disini bersifat
konstitutif (membatalkan perjanjian antara penggugat dan tergugat), bukan bersifat
deklaratif (menyatakan batal perjanjian antara penggugat dan tergugat).

Dengan demikian wanprestasi hanyalah sebagai alasan hakim menjatuhkan
keputusannya yang membatalkan perjanjian perdamaian itu. Karenanya hakim

UNIVERSkmasuv kexddan REAvenang untuk memberikan tenggang waktu selama-lamanya satu
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bulan kepada salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya untuk memenuhi

prestasinya.

C. Pelaksanaan Putusan Perdamaian

Sebelum masuk pada pembahasan sub judul di atas ada baiknya terlebih dahulu
diuraikan tentang bentuk-bentuk dari perjanjian perdamaian ini, karena dengan
diketahuinya bentuk-bentuk perjanjian tersebut dapat diketahui' dengan jelas
bagaimana sebenarnya kekuatan perjanjian perdamaian tersebut di mata hukum, dan
selanjutnya dapat diketahui pelaksanaan putusan perdamaian itu. "

Perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian yang ditujukan untuk
menyelesaikan sengketa secara cepat dan dengan biaya ringan serta tidak
menimbulkan dendam bagi pihak yang berselisih, sehingga dengan hal tersebut sebuah
perjanjian perdamaian dilakukan secara tertulis.

Jika kita berbicara mengenai bentuk-bentuk perjanjian perdamaian, maka kita
mengenal dua mz;cam (bentuk) perdamaian tersebut, yaitu :

1. Perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak sendiri di luar persidangan,

2. Perdamaian yang dilakukan di depan hakim (di depan sidang pengadilan).

ad. 1. Perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak sendiri di lnar persidangan
Bentuk perdamaian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua
belah pihak belaka, yang apabila ditaati oleh salah satu pihak, masih harus diajukan

UNIVERaETAQi MERA OB Apengadilan, yakni dengan mengajukan gugatan perdata dengan
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Dalam perkara perdata peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara
secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat
baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari
keadilan. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan,
serta permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang atau
dapat dhindarkan.

Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara itu, lalu dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah plhak dihukum untuk
mentaati isi dari akta perdamaian tersebut.

Akta perdamaian di depan hakim mempunyai kekuatan seperti suatu putusan
hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar
suatu jumlah uang tertentu, apabila ternyata tidak mau dengan sukarela metﬁenuhi
kewajiban hukumnya, maka eksekusi dilakukan menurut cara biasa, artinya
penyerahan barang yang harus dis_erahkan itu dilakukan secara paksa atau pelelangan
dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh jumlah uang
yang harus dibayar kepada pihai( yang berhak menerima pembayaran tersebut,
termasuk biaya perkara.

“ Oleh karena perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan antara
kedua belah pihak maka terhadap putusan perdamaian itu menurut ketentuan ayat 3

pasal 130 HIR, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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tersebut, tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada
penggugat. Atau bahwa hubungan itu adalah demikian bahwa tergugat secara tanpa
hak menguasai barang miliknya penggugat dan berdasarkan hubungan hukum
tersebut, tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.

Jika ternyata perkara di atas hendak diselesaikan dalam bentuk perdamaian,
maka jalannya suatu proses adalah hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta
(kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang
didapatkan ini menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang
berselisih, yaitu menetapkan hubungan hukum seperti disebutkan di atas. Oleh karena
itu maka dalam putusan-putusan pengadilan selalu dapat kita baca terlebih dahulu
pertimbangan-pertimbangan  mengenai duduknya perkara dan kemudian
pertimbangan-pertimbangan mengenai hukumnya.

Dalam proses di muka pengadilan tersebut harus diindahkan pedoman, bahwa
upaya-upaya hukum diserahkan kepada para pihak yang berperkara untuk
mengajukannya (memakainya) atau tidak, di daiam tanggung-jawab dan kewajiban
hakim demi jabatannya untuk mempertimbangkan dan memakainya dalam proses
mencapai putusan.

Yang tergolong pada upaya hukum adalah misalnya pembuktian dan daluarsa.
Apakah suatu pihak akan menambah pembuktiannya dengan mengajukan bukti surat-
surat atau saksi-saksi baru, itu adalah urusannya sendiri. Begitu pula apakah ia akan
menangkis gugatan lawannya dengan mengajukan daluarsa dengan maksud supaya

UNIVERSigatsnMfiniéh ARKitn dinyatakan tidak dapat diterima.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas M.chaélséﬁ%m (repository.uma.ac.id)5/7/24



Ade Imam Prabudi Santoso - Penyelesaian Perkara Tanah Secara Damai di Pengadilan Negeri 39

Termasuk pengertian dasar hukum adalah misalnya apakah alasan-alasan yang
dikemukakan oleh penggugat menurut hukum yang berlaku dapat membenarkan atau
dapat mendukung tuntutan yang dilancarkan, umpamanya apakah perjanjian yang
diadakan antara kedua belah pihak sah atau batal menurut hukum (meskipun kebatalan
ini tidak diajukan oleh suatu pihak), atau apakah seorang anak luar kawin berhak atas
warisan atau tidak dan sebagainya.

Menurut sifatnya amar atau diktum putusan itu dapat dibedakan dalam tiga
macam Yyaitu : |
1. Putusan condemnatoir, yaitu yang amarnya berbunyi menghukum dan seterusnya.
2. Putusan declaratoir, yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu

keadaan yang sah menurut hukum dan,
3. Putusan yang konstitutif yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

Suatu putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan. Pertama adalah
kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak
yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan_ ini dinamakan kekuatan
eksekutorial.

Kedua harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen
merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak
hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara pihak yang berperkara, tetapi

juga kekuatan ke luar, artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa
telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kahirnya sampailah penulis pada bagian akhir pembahasan skripsi ini
dimana penulis akan berusaha memberikan kesimpulan dan saran dari pembahasan
terdahulu.

A. Kesimpulan

1. Bahwa dengan sepakatnya para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara
tanah untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai, maka setelah
dibuatnya perdamaian tersebut di atas sebuah akta maka perkara yang
disengketakan oleh mereka telah selesai.

2. Kekuatan hukum dari suatu penyelesaian perkarayang dilakukan secara damai
adalah dapat dilihat dari sudut pandang dimanakah perdamaian tersebut dibuat.
Apakah di dalam atau di luar pengadilan. Jika di dalam pengadilan maka
kekuatan hukum sebuah perjanjian perdamaian dalam perkara tanah maka
perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah akta tersebut
mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang sama seperti suatu putusan
hakim biasa, dan atas putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau
kasasi. Sedangkan kekuatan hukum dari perjanjian perdamaian yang
dilakukan di luar persidangan, maka perjanjian tersebut hanya mengikat para
pihak yang membuatnya saja. Dari masih memungkinkan untuk dipersidangkan
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3. Bahwa dalam hal pelaksanaan perdamaian pada perkara tanah yang di bawah
ke depan pengadilan, maka perdamaian yang tersebut haruslah terus
diupayakan oleh hakim kepada pihak-pihak yang berperkara. Maka hakim
memiliki peran yang sangat penting dalam terwujudnya perjanjian perdamaian
dalam suatu perkara tanah.

4. Keuntungan yang didapatkan dari suatu penyelesaian sengketa dengan jalan
perdamaian ini adalah tidak memakan waktu yang lama dan juga biaya yang
besar. Hal lainnya adaiah para pihak yang bersengketa merasakan adanya suatu
hubungan bahwa permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa menjadi
berkurang.

5. Pelaksanaan perjanjian perdamaian diputus oleh hakim sebagaimana dalam
perkara biasa, hanya saja dalam hal ini hakim menjatubkan putusannya dengan
cara menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan
kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian perdamaian diantara para pihak
yang bersengketa dan menanggung biaya persidangan secara bersama-sama.

6. Bahwa suatu perjanjian perdamaian dibuat di aas sebuah akta di bawah tangan.
Pembukatan akta di bawah tangan ini adalah scbagai suatu alat bukti dari
adanya suatu perbuatan hukum pelaksanaan perdamaian. Bukan untuk

mensyahkan pelaksanaan perjanjian perdamaian itu sendiri.
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B. Saran

1. Kepada para pihak yang bersengketa, dalam hal menyelesaikan sengketa
hendaknya dapat mengupayakan jalan perdamaian. Jalan perdamaian tersebut
dapat ditempuh dengan cara mengikutsertakan pihak ketiga sebagai perantara
diadakannya perdamaian. Apabila ternyata sengketa tersebut telah diajukan
kepersidangan, maka hendaknya para pihak yang bersengketa tersebut dapat
melakukan upaya perdamaian melalui peran hakim. Karena penyelesaian
sengketa dengan cara perdamaian lebih menguntungkan daripada menempuh
jalannya peradilan sebagaimana umumnya. Selain waktu dan biaya yang
sedikit, juga salah satu pihak dapat dikurangi malunya dan menghilangkan rasa
permusuhan atau siapa pihak yang kalah dan siapa pihak yang menang.

2. Kepada pihak pengadilan terutama para hakim dalam menjembatani
pelaksanaan perdamaian antara para pihak yang bersengketa hendaknya
melakukan tugasnya tersebut secara terus-menerus dan tidak hanya sebatas
tugas saja, sehingga dengan demikian akan dapat menciptakan perdamaian
antara para pihak yang bersengketa tersebut.

3. Kepada semua pihak dapat disarankan bahwa penyelesaian suatu masalah
dengan cara damai adalah sangat lebih baik daripada memperpanjangnya

sehingga sampai kepengadilan.
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